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SALINAN 
PERATURAN 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  3  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, perlu menata kembali 

organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan 
dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi 

yang berkembang, sehingga perlu diubah; 
  c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah 

mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

melalui surat nomor B/593/M.KT.01/2023 tanggal 29 Mei 
2023; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan; 
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); 

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1422); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 
1422), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern 

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat 
lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara 

berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain 
berdasarkan penugasan dari Presiden; 

b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas 
penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas 
pengeluaran keuangan negara/daerah serta 

pembangunan nasional dan/atau subsidi termasuk 
badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya 
terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain 
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dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 
serta akuntabilitas pembiayaan keuangan 

negara/daerah; 
c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 

d. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, 
pengendalian intern, dan tata kelola terhadap 
instansi/badan usaha/badan lainnya dan 

program/kebijakan pemerintah yang strategis; 
e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat 
kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian 
harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-

kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan 
keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian 
keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, 

dan upaya pencegahan korupsi; 
f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan 

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-
sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah 

lainnya; 
g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan 

kinerja pemerintah pusat; 
h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada 

instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 
badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan 
keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat 

dan/atau pemerintah daerah; 
i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan 

penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; 

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP; 

l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 
BPKP; dan 

m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan BPKP. 

 

 
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

(1) BPKP terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat Utama; 
c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; 

d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah 
Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan; 
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e. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah; 
f. Deputi Bidang Akuntan Negara; 
g. Deputi Bidang Investigasi; 

h. Inspektorat; 
i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan; 
j. Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan; 

k. Pusat Informasi Pengawasan; 
l. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor; dan 

m. Perwakilan BPKP. 
(2) Bagan susunan organisasi BPKP tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini.  

 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: 
a. koordinasi kegiatan BPKP; 
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran BPKP; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 
arsip, dan dokumentasi BPKP; 

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 

f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. 
 

4. Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 125A 
(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, 

huruf j, huruf k, dan huruf l dibentuk sebagai unsur 

pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP. 
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan 

secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris 
Utama. 

(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Pusat. 

 

5. Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
BAB XII 

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGAWASAN 
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6. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 131 

Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi 
strategi kebijakan di bidang pengawasan intern. 

 
7. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 132 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 131, Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan 

di bidang pengawasan intern;  
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi 

strategi kebijakan di bidang pengawasan intern; 

c. koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan hasil 
pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi 

strategi kebijakan di bidang pengawasan intern; 
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan 

di bidang pengawasan intern; 
e. pengembangan manajemen pengetahuan dan 

pembaruan produk pengawasan intern; dan 

f. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, umum, dan pengelolaan barang milik negara 

di Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. 
 

8. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 133 
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan terdiri atas: 
a. Bagian Umum; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

9. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 134 
Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, 

perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan 
dan pengelolaan barang milik negara, serta 

mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kinerja di 
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. 
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10. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 135 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan urusan kesekretariatan, persuratan, 

penggandaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah 
tangga; 

b. pengelolaan urusan kepegawaian; 
c. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang 

milik negara; 

d. pengoordinasian penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi 
birokrasi di Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan ; dan 

e. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan rencana 
kerja Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan . 

 
11. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 137 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 136, Pusat Informasi Pengawasan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
pengelolaan data dan informasi pengawasan; 

b. pengumpulan, penyimpanan, perlindungan dan 

pemrosesan data dan informasi pengawasan; 
c. penyajian data dan informasi pengawasan; 

d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi; 
e. pengelolaan operasional dan keamanan teknologi 

informasi; 

f. pemeliharaan dan pemantauan penggunaan 
infrastruktur teknologi informasi; 

g. pembinaan pengelolaan sistem informasi berbasis 
elektronik;  

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data 

dan informasi pengawasan; dan 
i. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, umum, dan pengelolaan barang milik 

negara di Pusat Informasi Pengawasan. 
 

12. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
   

Pasal 140 
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, yang 

selanjutnya disebut Pusbin JFA mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan jabatan fungsional auditor. 
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13. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 141 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program 
pembinaan jabatan fungsional auditor; 

b. penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional 
auditor; 

c. fasilitasi pembinaan jabatan fungsional auditor; 

d. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional 
auditor;  

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan 

jabatan fungsional auditor; dan 
f. pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, umum dan pengelolaan barang milik negara 
di Pusbin JFA. 

 

 
14. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 152 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
memberikan pelayanan tugas dan fungsi Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 

penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
15. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 
1422), diubah sehingga menjadi tercantum Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan 
ini. 

 
16. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Perwakilan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (Berita Negara Republik Tahun 2021 
Nomor 1422), diubah sehingga menjadi tercantum 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini. 
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Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh 
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilantiknya pejabat baru di lingkungan Pusat Strategi 

Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan. 

2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal   12  Juni   2023 
 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 

 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   14 Juni 2023 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
ttd 

ASEP N. MULYANA 
 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 450 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,  

 
 
 

Azwad Zamroddin Hakim 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  3   TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

 
 

 

KEPALA 

SEKRETARIAT UTAMA 

DEPUTI BIDANG 
PENGAWASAN 

INSTANSI PEMERINTAH 
BIDANG 

PEREKONOMIAN DAN 

KEMARITIMAN 

DEPUTI BIDANG 

PENGAWASAN 
INSTANSI PEMERINTAH 

BIDANG POLITIK, 
HUKUM, KEAMANAN, 

PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN 

DEPUTI BIDANG 
PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN 
KEUANGAN DAERAH 

DEPUTI BIDANG 

AKUNTAN NEGARA  
DEPUTI BIDANG 

INVESTIGASI  

INSPEKTORAT 
PUSAT PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN 

PENGAWASAN 

PUSAT STRATEGI 

KEBIJAKAN 

PENGAWASAN 
PUSAT INFORMASI 

PENGAWASAN 
PUSAT PEMBINAAN 

JABATAN FUNGSIONAL 

AUDITOR 
PERWAKILAN BPKP  
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SEKRETARIAT 

UTAMA 

BIRO MANAJEMEN 

KINERJA, ORGANISASI, 

DAN TATA KELOLA  
BIRO SUMBER DAYA 

MANUSIA BIRO KEUANGAN 
BIRO HUKUM DAN 

KOMUNIKASI 

BIRO UMUM DAN 

PENGADAAN 

BARANG/JASA 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional 

BAGIAN PROTOKOL DAN 

TATA USAHA  

BAGIAN RUMAH TANGGA 

DAN PERLENGKAPAN 
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BIRO UMUM DAN 

PENGADAAN 

BARANG/JASA 

BAGIAN PROTOKOL DAN 

TATA USAHA 
BAGIAN RUMAH 

TANGGA DAN 

PERLENGKAPAN 

SUBBAGIAN 

RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN 

PERLENGKAPAN 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

PIMPINAN 

SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI 

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI 

PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN 

DAN KEMARITIMAN 

SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI 

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI 

PEMERINTAH BIDANG POLITIK, 

HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN 

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN KEUANGAN 

DAERAH 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

DEPUTI BIDANG AKUNTAN 

NEGARA 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

DEPUTI BIDANG INVESTIGASI 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI 

PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN 

KEMARITIMAN 
 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG EKONOMI DAN 

KEUANGAN 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
BIDANG PANGAN, 

PENGELOLAAN ENERGI, DAN 

SUMBER DAYA ALAM 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
BIDANG INFRASTRUKTUR, 

TATA RUANG, DAN 

PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG EKONOMI KREATIF, 

PERDAGANGAN, DAN 

KETENAGAKERJAAN 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
BIDANG KERJA SAMA 

INVESTASI DAN PEMBIAYAAN 

PEMBANGUNAN 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional  
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DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI 

PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, 
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN 

KEBUDAYAAN 
 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG POLITIK DAN 

PENEGAKAN HUKUM 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG SOSIAL DAN 

PENANGANAN BENCANA 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BIDANG PENGEMBANGAN 

ILMU PENGETAHUAN, 
TEKNOLOGI, DAN 

REFORMASI BIROKRASI 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional  
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DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN KEUANGAN 

DAERAH 
 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
AKUNTABILITAS KEUANGAN 

DAERAH 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

AKUNTABILITAS PROGRAM 
LINTAS SEKTORAL 

PEMBANGUNAN DAERAH 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
AKUNTABILITAS KEUANGAN, 

PEMBANGUNAN, DAN TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN 

DESA 
 

DIREKTORAT 

PENGAWASAN TATA 
KELOLA PEMERINTAH 

DAERAH 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional  
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DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
BADAN USAHA AGROBISNIS, 

INFRASTRUKTUR, DAN 

PERDAGANGAN 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
BADAN USAHA 

KONEKTIVITAS, PARIWISATA, 

KAWASAN INDUSTRI, DAN 
PERUMAHAN 

 

DIREKTORAT PENGAWASAN 

BADAN USAHA JASA 

KEUANGAN, JASA PENILAI, 
DAN MANUFAKTUR 

 

DIREKTORAT 
PENGAWASAN BADAN 

USAHA ENERGI DAN 
PERTAMBANGAN 

 

DIREKTORAT PENGAWASAN 
BADAN LAYANAN UMUM, BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH, BADAN 
USAHA JASA AIR, BADAN USAHA 

MILIK DAERAH, DAN BADAN 
USAHA MILIK DESA 
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DEPUTI BIDANG INVESTIGASI 
 

DIREKTORAT 
INVESTIGASI I 

DIREKTORAT 
INVESTIGASI II 

DIREKTORAT 

INVESTIGASI III 

DIREKTORAT 

INVESTIGASI IV 
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PUSAT PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN 

PENGAWASAN 

 

BAGIAN UMUM 

 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional  
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Kelompok Jabatan 
Fungsional  

BAGIAN UMUM 

 PUSAT STRATEGI 

KEBIJAKAN 

PENGAWASAN 
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PUSAT INFORMASI 

PENGAWASAN 

SUBBAGIAN UMUM 
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PUSAT PEMBINAAN 

JABATAN FUNGSIONAL 

AUDITOR 

SUBBAGIAN UMUM 
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KEPALA   BADAN   PENGAWASAN  

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
                     ttd 

     MUHAMMAD YUSUF ATEH 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,  
 
 

 
Azwad Zamroddin Hakim 

INSPEKTORAT 

SUBBAGIAN UMUM 

  
Kelompok Jabatan 

Fungsional  
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  3  TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,  

 
 

Azwad Zamroddin Hakim 

KEPALA   BADAN   PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
     MUHAMMAD YUSUF ATEH 

 

KEPALA 

PERWAKILAN 

BAGIAN UMUM  

   

 

Kelompok Jabatan 
Fungsional  

 


